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SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443 /Kep.125-Pem /2021
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
PADA SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN RANCASARI
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 5 Tahun 2021, namun dalam
perkembangannya pada sebagian wilayah di
Kecamatan Rancasari Kota Bandung ditemukan
penambahan positif baru secara signifikan sehingga
perlu dilakukan pemutusan mata rantai penularan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari wilayah
termaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro
Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kriteria
penetapan pembatasan sosial berskala mikro adalah
pada lokasi skala mikro ditemukan penambahan
positif baru secara signifikan dan berdasarkan
rekomendasi Gugus Tugas Tingkat Kota, Wali Kota
menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;

c. bahwa ...

https://jdih.bandung.go.id/
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro
Pada Sebagian Wilayah Kecamatan Rancasari Kota
Bandung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

5. Undang ...
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10.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Undang ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
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11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan  Kesehatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan ...
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16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

21. Keputusan ...
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949 /Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18
Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
pada Situasi Pandemi;

29. Keputusan ...
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https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_18_TAHUN_2020.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No%2020%20Tahun%2020204e732ced3463d06de0ca9a15b6153677.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No%2020%20Tahun%2020204e732ced3463d06de0ca9a15b6153677.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri.pdf
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri.pdf

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol
Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas
Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan,
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020,
Nomor 516 Tahun 2020, Nomor
HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran
2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor 48);

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
443 /Kep.48-Hukham/2021 tentang Perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Secara Proposional di Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun
2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor O01,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor
1);

35. Peraturan ...
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http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19WWXZJsLWL_-h65XhDSXEme8tEK2-qBn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19WWXZJsLWL_-h65XhDSXEme8tEK2-qBn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19WWXZJsLWL_-h65XhDSXEme8tEK2-qBn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19WWXZJsLWL_-h65XhDSXEme8tEK2-qBn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19WWXZJsLWL_-h65XhDSXEme8tEK2-qBn
https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Mei/KEPMENDAGRI%20TENTANG%20PEDOMAN%20TATANAN%20NORMAL%20BARU.pdf
https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Mei/KEPMENDAGRI%20TENTANG%20PEDOMAN%20TATANAN%20NORMAL%20BARU.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2020pg00320048.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2020pg00320048.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2021kg00320048.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2021kg00320048.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22277/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22277/detail

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

35. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5);

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat
Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;

2. Surat Camat Rancasari selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan Rancasari
Nomor 730/23/I1/RSC-2021 tentang Penyampaian
Data Usulan Pelaksanaan PPKM Mikro;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro
pada Sebagian Wilayah Kecamatan Rancasari Kota
Bandung.
Penetapan Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal
1 Maret 2021.
Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan
pada 8 (delapan) titik wilayah/RW, adalah sebagai
berikut:
a. RW. 04, RW. 07 dan RW. 12 pada Kelurahan
Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
b. RW. 09 dan RW. 10 pada Kelurahan Derwati
Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
c. RW. 01 pada Kelurahan Manjahlega Kecamatan
Rancasari Kota Bandung; dan
d. RW. 07 dan RW. 09 pada Kelurahan Mekarjaya
Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
KEEMPAT ...
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KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SLKRP’FP;{\]AI 1)/\1 RAH KOTA BANDUNG,
/ /'\\ J o

hm 1

‘v’)mxﬂ»g(sﬁf)l 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
Gubernur Jawa Barat;

Wakil Wali Kota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;

9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;

12. Para Lurah se-Kota Bandung.
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